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Lamp. : B
Perihal : Permohonan Pemulihan obyek sengketa.

Kepada Yth.

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA.
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan
Jakarta Selatan.

Di- JAKARTA.

Menindaklanjuti Surat Welly Dany Permana, S.H.,M.H. DKk, (selaku Kuasa
Hukum Pemohon Pemulihan Eksekusi (Dr. Ir. Muhammad Taufiq.,M.Sc), Nomor :
tanggal 6 September 2024, perihal Permohonan Pengawasan Pelaksanaan
Pemulihan Eksekusi Atas Penetapan Nomor : 217G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26
Februari 2024 terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 68 PK/TUN/2022,
tanggal 7 April 2022, Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor : 237 PK/TUN/2022
tanggal 16 November 2022, yang pada pokoknya berisi Permohonan Pemulihan
Obyek Sengketa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2022, tanggal 7 April 2022, dalam perkara Drs. R.
MOERDJOKO. H.W. dan IrTONO SUHARYANTO, sebagai PARA PENGGUGAT,
Melawan MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Sebagai TTERGUGAT, dan Dr. I MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc., sebagai
TERGUGAT Il INTERVENSI, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN.JKT. telah diputus oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Maret 2020, dengan amar sebagai
berikut ;

MENGADILI
Eksepsi;
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tidak diterima;
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Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0010185.AH. 01.07.
Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;,

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
Nomor: AHU-0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan
Setia Hati Terate;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi secara bersama untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah

diajukan upaya hukum banding dan telah diputus Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 155/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 15

Juni 2020, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding / Tergugat Il
Intervensi dan Pembanding / Tergugat;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
217/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding / Tergugat |l Intervensi dan Pembanding / Tergugat
untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat
peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

telah diajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia dengan Nomor ; 29 K/TUN/2021 tanggal 2 Februari 2021,

dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI : s

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi | : MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon  Kasasi Il : Dr.
Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc;
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2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi
sejumlah Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Bahwa Pengadilan telah mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Maret 2020, yang
telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon
Eksekusi (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), masing-
masing telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Para Pihak oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September
2021 dan diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal 10 September 2021
dengan Nomor Tracking Pos : 560002048;
Bahwa terhadap pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Maret 2020, yang
telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta telah mengeluaran Penetapan Nomor : 217/G/2019/ PTUN.JKT. tanggal
7 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
29 K/TUN/2021 tanggal 2 Februari 2021 tersebut, telah diajukan upaya hukum
luar biasa (Peninjauan Kembali) dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada
tanggal 7 April 2022 Nomor : 68 PK/TUN/2022, dengan amar putusan sebagai
berikut :
MENGADILI :
1. Mengabulkan permohonan. peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali Dr. I MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 29 K/TUN/2021 tanggal 2
Februari 2021;
MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara;
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohoan Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada

semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan

sejumlah Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
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7. Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 68 PK/TUN/2022 tanggal

10.

7 April 2022, Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali (Peninjauan Kembali Ke-ll) dan telah telah diputus oleh Mahkamah
Agung pada tanggal 16 November 2023 Nomor : 237 PK/TUN/ 2022, dengan
amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan
Kembali 1. Drs. R. Moerjoko, HW. 2. Ir. Tono Suharyanto;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya
perkara pada Peninjauan Kembali Kedua sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerbitkan

Penetapan Nomor : 217/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 26 Februari 2024, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pennohona-n Pemulihan Eksekusi yang diajukan oleh
Dr. I MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc.

2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
0010185.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati
Terate, berkekuatan hukum lagi (berlaku kembali);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak;

Bahwa Salinan Resmi Penetapan Nomor : 217/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 26

Februari 2024 tersebut telah dikirimkan kepada Para Pihak pada tanggal 26

Februari 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan atas pemulihan

Obyek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu

diperintahkan kepada Tergugat sekarang Termohon Eksekusi (Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneéia / Menteri Hukum Republik

Indonesia) untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0010185. AH.01. 07.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati

Terate, berkekuatan hukum lagi (berlaku kembali);
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Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia.
Di Jakarta.

2. Menteri Koordinator Politik Hukumu Dan

* Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Di Jakarta.

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia
Di Jakarta.

4. Ketua Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia
Di Jakarta.

5. Arsip.
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